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Anggota DPRD Diadukan Ambir Dana Bansos subak V

D*a Mertaiaya: silakan Aparat periksa!

Dana itu langsung
diserahkan oleh

Pekaseh dan
Bendahara subak itu

ke toko bangunan
setempat.

GIANYAR, NusaBali
Anggota DPRD Gianyar I Dewa

Gede Mertajaya membantah dirin-
va disebut membawa dana hibah
bansos perbaikan jalan Subak
Truna, Banjar Siyut, Desa TulikuP,
Gianyar. Ia pun mempersilahkan
aparat terkait memeriksa PenY-
aluran dana Rp 300 tuta tersebut.

"Silahkan bila ada aparat Yang
mau memeriksa. Saya tidak ada
membawa dana itu, silahkan
dicek," ucap I Dewa Gede Merta-
jaya, Kamis (15/6) kemarin.

Kata dia, saat Pencairan Perta-
ma sebesar Rp 100 juta dana hibah
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Anggota DPRD Gianyar Dewa Gede Mertajaya (tengah).

bansos pada 15 funi, dirinya hanya
mengantar Pekaseh Subak Truna I
Wayan Kembar 52, dan Bendahara
Subak I Made Gunawan,24, ke Bank
BPD Cabang Gianyar. Demikian
pula saat pencairan ke dua RP
200 juta, pria asal Banjar SiYut,
Desa Tulikup itu mengaku hanya
mengantar dua orang petani itu.
"Saat itu saya hanya mengantar
pencairan hibah bansos, setelah
itu mereka yang membawa dana

itui'katanya.
Dikatakan, dana itu langsung

diserahkan oleh Pekaseh dan Ben-
dahara subak itu ke toko bangunan
setempat, untuk membeli bahan
pembuatan irigasi dan jalan di Subak
Truna. Bahkan Merajaya mengaku
menalangi dana sampai Rp 35 juta
dari kantong pribadi untuk mem-.
bayar upah tukang mengerjakan
proyek irigasi dan ialan sepanjang
200 meter itu "Dajra bansos hanYa

untuk pembelian material, semen_
tara pengedaannya diharapkan ada
gotong.royong warga. Tapi sekarang
r€n sullt mencan warga yang mau
menger;akan lni, makannya saya
merogoh kocek sendiri menalarigl
ongkos tukang, sampai sekararig
suoan saya bayar separuh Rp 15
Juta, slsanya saya bayar saat proyek
selesau labarnva.

Dalai-n perirbuatan ialan dan
irigasi untuk krama subak ini,
Mertajaya juga mengaku mensor-
pa1k9n lahan pribadi miliknyise-
jauh 3 meter kali B0 meter bernilai
Rp 700 juta. "Jadi untuk apa sava
mencura_ngi dana yang hahya Rp
300 juta," ujarnya.- -

^ ,Terkaitpem_berian dana kepada
Pekaseh dan Bendahara, M6rta-
laya menerangkan dana Rp 2 juta
itu milik pribadinya, bersrarus
pinjaman untuk pekaseh Subak
Truna^Wa_yan Kem ba r. Sedangka n
dana.Rp 1 juta diberikan kelada
Bendahara Subak I Made'Gu-
nawan sebagai ongkos mengawasi
pengerjaan proyek di Subak Truna.

"S.y.u.kgl tidak mungkin menga-
wasj ini 24 jam, jadisaya minta
Made Gunawan yang mengawasi.
Dan, saat itu saya_memang kurang
menegaskan bahwa itu-ongkol
untuk mengawasi proyek,,' ujainya.

Pekaseh Subak Truna I Wav-an
Kembar dan Bendahara Subik I
Made Gunawan mengklarifikasi
keter"ngaxnya, pada rapat pemba-
nasan perbaikan jalan subak di Kan_
tor Desa Tulikup, terkait dana hibah
bansos yang dibawa anggota DpRD
Gianyan Keduanya mengiku sedang
kebingunggn ketika d iintrogasi.

Wayan Kembar pun membena-
rkan bahwa dana itu sudah dis-
erahkan ke toko bangunan, untuk
membeli bahan baku proyek irigasi
dan Jalan di Subak truira. Se6el-
umnya, lantaran diduga membawa
dana ibah bansos Slbak Truna,
Des^1 Tulikup, Gianyar, anggota
DPRD Gianyar dari pirtai Naii'em,
Dewa Gede Mertaiaya, diadukan
oleh p.ekaseh subai setempat.
Pengaduan tersebut kepada pihak
Desa Tulikup.6 nvi
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PUl€LI
Pungutan Sektor
PendidikanTertinggi

DENPASAR - Fak1a mencengangkan terung-

kap dalam rapat bertema Arahan Pencegahan

Terladinya Pungutan Liar di Lingkungan
Satuan P'endidikan Tingkat Menengah dan

Khusus se-Bali' Rapat yang berlangsung di '

Kantor Inspelctorat Provinsi Bali, itu menguak

tingginya iapotatt teriadinya pungutan liar
(pungli) di dunia Pendidikan *

) Baca Pungutan..- Hal3l

Perlu Pengarahan untuk Pemb erantasan
PUll0ulAll...

Sambungan dari hal 21

Berdasar jurtlah aduan mas-
yarakat kepada tim Satgas Saber
Pungli Provinsi Bali, laporan
pungli di sekolah menempati
urutan pertama dengan persen-
tase 23,3 persen. Wakil Ketua
Saber Pungli Provinsi Bali, I Kelut
Teneng mengaku prihatin atas

banyaloeya laporan yang masuk
terkait dugaanpungli di linglqn-
ganpendidikan.

Sebab, dari tujuh area yang
menjadi pantauan pengawuan
Sagas Saber Pungli, laporan mas-
yarakat didominasi oleh keluhan
terkait pungutan sekolah. "Pen-
gaduan di lingkup pendidikan
mencapai 23,3 persen, disusul
lingkup pelayanan publik seban-
yak 22 persen," terang Teneng
dalam rapat kemarin (15/6).

Menurut Teneng kondisi ini
menimbulkan keiisauan. Dunia
pendidikan yalni sekolah yang
diharapkan menjadi kawah
candradimuka mendidik gen-

Pungli gara-gara melakukan
pungutan yang tak sesuai keten-
tuan. Terlebih, saat ini pengelo-
laan SMAN/SMKN se-Bali telah
berada di bawah kewenangan
Pemprov. Untuk mencegah
pungli, Teneng minta para kepa-
la sekolah memperhatikan em-
pat kaidah antara lain mengiluti
aturan tata kelola administrasi
keuangan. Iuga transparan dan
senantiasa berpedoman pada
sistem pengendalian.

Satgas Saber Pungli juga telah
mengambil sejumlah langkah
menghadapi tingginya laporan
dugaan pungli di sekolah "IGmi
telah melahrkan sejurntah lang-
kah arrtaralainberkoordinasiden-
gan Dinas Pendidikan dan aparat
penegak hukrmi imbuh manan
IGro liumas Pemprov Bali iht

Di tempat yang sama Wagub
Bali, Ketut Sudikerta langsung
mengeluarkan waming kepada
para Kepala Sekolah SMAN/
SMKN se-Bali. "Sekolah jangan
sekal-kali melalc*an pungutan
di luar ketentuan, atau kena PunS-
utan lia/,' ujar Sudikerta

Terutama saat ini sedang dilalal-

ada suap menyrap dalamproses
penerimaan siswa baru. "Saya
tidak ingin ada kepala sekolah
yang meniadi pesakitan karena
ketahuan melakukan pungli.
Agar tak terseret kasus pungli,
menerima sisan baru sesuai dana
tampungi'tandasqra.

Sementara inr, Kepala Ombuds-
man RI Perwakilan Bali, Umar
Ibnu Alkhatab yang menjadi
pembicara utama mengatakan,
praktik pungli di lingkup pendi-
dikan belakangan ini sudah jauh
berlarang. Hal itu taklepas dari
makin ketaurya pengawasanyang
dilahrkan Ombudsman RI.

Dengan adanya Satgas Saber
Pungli, Umar berharap kondis-
inya akan semakin membaik.
Namun demikian, Umar juga
mengingatkan agar hal tersebut
tak membuat kepala sekolah
takut untuk melaksanakan ide
kreatif dan inovatif yang ber-
manfaat bagi kemajuan sekolah.
"Tetaplah bekeij4 jangan takrt
dan cemas berlebihan. Ambil
keputusan dengan cara yang
benarl imbauUmar.

Sernentara itu, Direltu Reserse

Kriminal Umurn Polda Bali
Kombes Pol. Drs. Sang Made
Mahendra laya, mengingatkan

para guru yang mengemban tu-
gas mulia jangan samPai terserct
melakrkan pungli yang berujtutg
pada ranah hukum. Mahendra
juga mengaku sedih jika harus
menangani kasus pungli yang
melibadcan pahlarnmn tanpa anda
jasa Dia menegaskan kalau pihak
kepolisian tak akan asal angl@p
dalam menindaklanjuti laporan
dari terkait dugaan pungli.

Sedangkan Irwan Setiawan dari
Kejati Bali menerangkan bahwa
dalam penangarnn sebuah kasus'
pihalnya akan berpedoman pada
aturan hulum yang berlaku. Ter-

kait upaya pemberantasan purgli
di Iingkup pendidikan, Kejati Bali
siap memberi pendapat hulum
bagi kepala sekolah yang masih
kebingungan menafsirkan aturan.

Ditambahkan Teneng pengara-
han Kasek SMAN/SMKN se-Bali
ini menjadibagian penting dalam
upaya pemberantasan Pungll di
lingkungan satuan pendidikan.
Dia berharap arahanpng diber-
ikan tiga pemhicara dari Kejak-
saan Tinggi, Ombudsman dan
Polda Bali dapat memPerkuat
pemahaman para kepala sekolah
agar tak sampai terseret dalam
tindakan yang bertentangan
dengan hukrm. (san/Pft)
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